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ABSTRAK

Dalam konteks desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan mampu
mengelola pendapatan secara mandiri untuk membiayai pembangunan dan
pelayanan publik. Adanya ketergantungan pada dana transfer dari pusat, tingkat
kemiskinan yang tinggi, dan optimalisasi penggunaan dana otonomi khusus
menjadi perhatian utama dalam analisis kemandirian fiskal. Penelitian ini
menganalisis pengaruh Penerimaan pajak daerah, dana perimbangan, dana
otonomi khusus, dan tingkat kemiskinan terhadap kemandirian keuangan daerah
di Provinsi Aceh selama periode 2018-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
penerimaan pajak daerah, dana otonomi khusus dan kemiskinan tidak memiliki
pengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sebaliknya, hanya
dana perimbangan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap
kemandirian keuangan daerah. Ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada dana
perimbangan dari pemerintah pusat serta tingginya tingkat kemiskinan di Aceh
menghambat upaya untuk meningkatkan kemandirian keuangan. Oleh karena itu,
diperlukan upaya untuk meningkatkan pajak daerah dan mengurangi
ketergantungan pada dana perimbangan melalui strategi pengelolaan keuangan

yang lebih baik dan program pengentasan kemiskinan yang efektif.

Kata Kunci: Penerimaan Pajak Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi

Khusus, Kemiskinan, Kemandirian Fiskal
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ABSTRACT

In the context of fiscal decentralization, regional governments are expected to be
able to manage revenues independently to finance development and public
services. The existence of dependence on transfer funds from the center, high
levels of poverty, and optimizing the use of special autonomy funds are the main
concerns in the analysis of fiscal independence. This research analyzes the
influence of regional tax revenues, balancing funds, special autonomy funds, and
poverty levels on regional financial independence in Aceh Province during the
2018-2022 period. The research results show that regional tax revenues, special
autonomy funds and poverty do not have a significant influence on regional
financial independence. On the other hand, only balancing funds have a
significant negative influence on regional financial independence. This shows that
dependence on balancing funds from the central government and the high level of
poverty in Aceh hinder efforts to increase financial independence. Therefore,
efforts are needed to increase local taxes and reduce dependence on balancing
funds through better financial management strategies and effective poverty

alleviation programs.

Keywords: Regional Tax Revenue, Balancing Fund, Special Autonomy Fund,

Poverty, Fiscal Independence
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu indikator penting
dalam menilai kemampuan suatu daerah untuk mengelola sumber daya
keuangannya secara mandiri tanpa ketergantungan yang berlebihan pada
transfer dari pemerintah pusat. Di Provinsi Aceh, kemandirian keuangan daerah
menjadi isu yang krusial, terutama mengingat potensi sumber daya alam dan
budaya yang melimpah. Namun, meskipun memiliki potensi tersebut,
kemandirian keuangan daerah di Aceh masih tergolong rendah (Syam &
Zulfikar, 2022).

Kemandirian keuangan daerah merefleksikan kemampuan pemerintah
daerah untuk secara mandiri mendanai semua kegiatan pemerintahan,
pembangunan, dan pelayanan publik yang menjadi tanggung jawabnya.
Indikator utama kemandirian keuangan adalah rasio Pendapatan Asli Daerah
(PAD) terhadap total pendapatan daerah, termasuk transfer dari pemerintah
pusat dan pinjaman (Abu Bakar & Said, 2021).

Kemandirian keuangan daerah diharapkan dapat tercapai melalui
otonomi daerah, karena pemerintah pusat menyadari bahwa pemerintah daerah
adalah pihak yang paling memahami kondisi setempat, termasuk masalah yang
dihadapi dan potensi sumber pendapatan yang dapat dimanfaatkan (Ulfah.,

2020). Berikut data Kemandirian Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
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Gambar 1. 1 Rasio kemandirian fiskal 2014-2017
Sumber: Data BPS diolah (2023)

Gambar di atas menunjukkan tingkat kemandirian fiskal di 23
Kabupaten/Kota Provinsi Aceh setiap tahunnya. Pada tahun 2017, hanya Kota
Banda Aceh yang memiliki tingkat kemandirian di atas 20%, sementra
Kabupaten Pidie Jaya memiliki tingkat kemandirian keuangan terendah sebesar
3,51%. Kemandirian fiskal yang rendah di Kabupaten/Kota Aceh menyebabkan
Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk pembangunan di Aceh masih
kurang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan desentralisasi fiskal di
Aceh belum sepenuhnya tercapai.

Diketahui Aceh merupakan salah satu provinsi yang memiliki tingkat
kemandirian yang masih rendah. Sebagai salah satu provinsi dengan PAD
tertinggi urutan ke 5 di Sumatera namun untuk kemandirian keuangan daerah
sendiri masih dalam kategori lemah (Afni & Nasir, 2021). Hal ini disebabkan
karena daerah-daerah yang ada di provinsi aceh belum sepenuhnya mampu

menggali potensi daerah masing-masing sebagai sumber penerimaan daerah



sekaligus dianggap belum mencapai kemandirian daerah (Amelia & Suparno,
2021).

(Sunarto & Sunyoto, 2016) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
berkontribusi terhadap peningkatan kemandirian daerah sekaligus berdampak
pada pertumbuhan ekonomi lokal. Ketika pendapatan dari Pajak dan Retribusi
Daerah meningkat, jumlah dana yang masuk ke kas daerah pun bertambah. Hal
ini mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan perekonomian di
wilayahnya. Daerah yang memiliki tingkat kemandirian tinggi berarti
kabupaten atau kota tersebut dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa
bergantung pada pihak luar, khususnya pemerintah pusat. Intervensi
pemerintah pusat cenderung lebih rendah ketika kemandirian daerah tinggi.
Sebaliknya, jika kemandirian rendah, intervensi dari pemerintah pusat akan
semakin meningkat. Daerah yang mandiri menunjukkan pertumbuhan ekonomi
yang lebih baik, yang pada gilirannya mendorong peningkatan pertumbuhan
ekonomi di wilayah tersebut.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah
adalah penerimaan pajak dan retribusi daerah. Tingginya pajak dan retribusi
daerah menunjukkan semakin besarnya dana yang masuk ke kas daerah,
sehingga pemerintah daerah berusaha untuk mendorong perkembangan
ekonomi daerahnya (Saraswati & Nurharjanti, 2021). Daerah yang memiliki
tingkat kemandirian tinggi berarti kabupaten atau kota tersebut dapat
memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bergantung pada pihak luar, yaitu

pemerintah pusat (Feni & Faris, 2019).



Dana perimbangan merupakan salah satu sumber pendanaan untuk
daerah. Dana ini terdiri dari beberapa komponen, termasuk bagian daerah dari
penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan, serta pendapatan dari sumber daya alam, dana alokasi umum, dan
dana alokasi khusus. Pemerintah pusat menerapkan kebijakan melalui dana
perimbangan, yang merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dana perimbangan untuk setiap daerah terdiri dari Dana Alokasi Umum
(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Menurut
(Ardiansyah, 2023) dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi
ketimpangan dalam sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah,
serta untuk mengatasi kesenjangan pendanaan antar daerah.

Pemberian dana perimbangan tersebut tidak kekal pemberiannya,
melainkan hanya sementara selama suatu daerah belum dapat mandiri dalam
memenuhi kebutuhan daerahnya. Maka diharapkan kepada pemerintah daerah
tidak menggantungkan sumber keuangan daerah melalui dana perimbangan
tersebut, sebaliknya dapat mengatur strategi agar Penerimaan Asli Daerah
dapat ditingkatkan supaya kemandirian daerah dapat tercapai, suatu daerah
dinyatakan memiliki kemandirian dilihat dari tingginya rasio PAD.

Tingginya  tingkat  kontribusi  dana  perimbangan  tersebut
mengindikasikan bahwa ketergantungan yang tinggi pada daerah Aceh
terhadap pengalokasian dana dari pemerintah pusat. Ketergantungan yang

tinggi tersebut akan membuat rusaknya roda pemerintahan Aceh dan proses



pembangunan daerah Aceh apabila pemberian dana perimbangan ini
dihentikan, oleh karena itu pemerintah Aceh harus membuat perencanaan yang
tepat terhadap proses pembangunan di masa yang akan datang untuk
kemandirian daerah setempat apabila dana perimbangan ini dihentikan.

Rata-rata, bagian Indonesia dari pendapatan daerah melalui dana
perimbangan mencapai 80 persen. Jika realisasi pengeluaran lebih besar dari
pendapatan maka terjadi defisit di daerah. Oleh karena itu menutup kekurangan
daerah belanja, kontribusi negara dalam bentuk dana perimbangan kepada
pemerintah di dalam kabupaten kota (Andirfa, 2016).

Pemberian dana otonomi khusus diberikan kepada provinsi aceh sesuai
dengan undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang dana otonomi khusus.
Perbelakuan dana otonomi khusus ditujukan untuk menghargai kesenjangan
dengan pembiayaan program-program otonomi agar dapat menunjang
pertumbuhan ekonomi dan mensejahtrakan masyarakat Aceh.

Penerapan otonomi khusus telah mengubah sistem ekonomi Indonesia
menjadi lebih desentralisasi. Kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah
telah memfasilitasi proses ini, dengan pemerintah pusat menyalurkan Dana
Perimbangan untuk mendukung pembangunan di daerah. Dana transfer ini
sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat Indonesia
mendapatkan pelayanan publik yang layak dan mengurangi kesenjangan antara
daerah kaya dan miskin (Maulana, 2018).

Kondisi ini cukup mengkhawatirkan, mengingat Aceh menerima dana

yang melimpah dari pusat tetapi masih belum mampu meningkatkan



kesejahteraan masyarakatnya, menunjukkan bahwa Aceh belum sepenuhnya
mandiri secara finansial. Oleh karena itu, kemandirian daerah menjadi aspek
penting yang perlu diperhatikan di Provinsi Aceh agar pengelolaan
desentralisasi fiskal dapat berlangsung secara efektif dan efisien (Machfud,
2020).

Dana Otonomi Khusus Aceh seharusnya dapat membantu mengatasi
kemiskinan pasca konflik bersenjata dan sosial yang berkepanjangan, namun
kenyataannya hanya memberikan dampak sepihak bagi masyarakat Aceh. Pada
tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 834,24 ribu orang, atau
sekitar 15,33% dari total populasi. Angka ini meningkat sebesar 0,34%
dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Padahal, data
tahunan menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Aceh sempat
mengalami penurunan selama lima tahun terakhir (BPK RI, 2023).

Kemiskinan masih menjadi masalah utama di Aceh. Mengingat Aceh
adalah salah satu provinsi dengan persentase kemiskinan tertinggi dari tahun ke
tahun dan merupakan provinsi yang memiliki tingkat persentase kemiskinan
tertinggi di Pulau Sumatra. Saat ini, Provinsi Aceh berada di peringkat ke 6
dengan persentase kemiskinan tertinggi secara nasional selama 3 tahun

berturut-turut (BPK RI, 2022).
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Grafik 1. 1 Presentase Penduduk Miskin Provinsi Aceh Tahun 2017-2021
Sumber: Data BPS diolah (2023)

Persentase penduduk miskin di Aceh pada tahun 2017 adalah 16,83%.
Angka ini terus menurun hingga mencapai 14,99% pada tahun 2020. Namun,
pada tahun 2021, persentase tersebut kembali meningkat sebesar 0,34%
menjadi 15,33%. Meskipun terjadi penurunan, tingkat kemiskinan di Aceh
masih tinggi jika dibandingkan dengan daerah lain di Sumatra. Hal ini dapat
dilihat pada diagram berikut. (BPS, 2023).

Pemerintah pusat mengimplementasikan Otonomi Khusus di Aceh
sebagai bentuk respons terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat Aceh untuk
pembangunan daerah. Pemberian Dana Otonomi Khusus kepada Provinsi Aceh
didasari oleh berbagai faktor, termasuk peran Aceh dalam perjuangan
kemerdekaan Republik Indonesia (Sanur, 2020).

Dana Otonomi Khusus dianggap efektif dalam mengurangi kemiskinan
jika didukung oleh peraturan pemerintah yang memadai. DOKA berfungsi
untuk meningkatkan pemerataan sosial dan ekonomi, karena pemerintah daerah
lebih dekat dengan masyarakat dibandingkan pemerintah pusat. Dengan

demikian, diharapkan informasi dan penanganan masalah dapat berlangsung



lebih cepat (Ikbal Ramzani et al., 2020). Ini berjalan beriringan dengan studi
(Nisa Maulani et al., 2023) menunjukkan DOKA dapat mendukung operasi
berdampak signifikan dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi,
pengentasan kemiskinan, Peningkatan IPM melalui investasi dan belanja
daerah.

Penelitian keuangan yang dikaji oleh Rahmat (2023) menunjukkan
bahwa kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh masih belum baik. Rasio derajat
desentralisasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh belum baik
karena kriteria cukup. Rasio ketergantungan daerah menunjukkan kriteria
sangat baik, sedangkan rasio kemandirian daerah menunjukkan kriteria rendah.
Sodikin (2021) juga menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah masih
belum optimal. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kemampuannya untuk
membiayai sendiri, efektivitas, dan efisiensi dalam mengelola keuangannya.
Krisniawati et al (2021) menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah
daerah Kabupaten Aceh Timur, berdasarkan hasil perhitungan rasio, memenuhi
kriteria sebagai daerah yang belum mandiri, belum efektif, tetapi sudah efisien.
Almira (2020) menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Aceh
meningkat setelah otonomi daerah, tetapi masih belum stabil dalam hal
kemampuan pembiayaan dan efektivitas. Pemerintah Aceh menunjukkan
kinerja keuangan yang efisien dalam hal penerimaan pajak daerah.

Penelitian sebelumnya telah mengungkapkan bahwa ada beberapa
faktor yang memengaruhi rasio kemandirian keuangan daerah, antara lain

Penerimaan pajak Daerah, dana perimbangan, Dana Otonomi Khusus (DOK),



dan tingkat kemiskinan (Budianto, 2016; Ajani et al., 2016; Rahmat Saleh,
2020); heryanti, 2019; Wahyu & Dewi, 2020; Nuraeni Handayani, 2022).
Namun, masih ada penelitian yang menunjukkan hasil yang berbeda di mana
Penerimaan pajak daerah, dana perimbangan, dan DOK tidak berpengaruh
signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan daerah (Nufus, 2017; R.
Neneng & Wabhid, 2018; Nurhasanah, 2017; Erawati, 2015 Nurhayati, 2023;
Verawaty, 2020 Nugraha 2017). Hal ini menunjukkan bahwa masih ada
perdebatan di antara para peneliti mengenai pengaruh faktor-faktor tersebut
terhadap rasio kemandirian daerah. Perdebatan ini memotivasi penulis untuk
mengkajinya kembali di Provinsi Aceh.

Berdasarkan penjelasan di atas, hal ini menjadi landasan bagi peneliti
untuk melakukan studi mengenai Kemandirian keuangan Daerah, yang
merupakan inovasi penting dalam penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti
berencana untuk melakukan penelitian yang berjudul “PENGARUH
PENERIMAAN PAJAK DAERAH, DANA PERIMBANGAN, OTONOMI
KHUSUS DAN KEMISKINAN TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN
DAERAH PROVINSI ACEH TAHUN 2018-2022.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap kemandirian
Daerah Aceh?
2. Bagaimana pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian Daerah

Aceh?
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3. Bagaimana pengaruh dana Otonomi Khusus terhadap kemandirian Daerah

Acah?

4. Bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap kemandirian Daerah Aceh?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a.

Untuk menjelaskan bagaimana pengaruh penerimaan pajak daerah
terhadap kemandirian daerah Aceh.

Untuk menjelaskan bagaimana pengaruh dana perimbangan terhadap
kemandirian daerah Aceh.

Untuk menjelaskan bagaimana pengaruh dana otonomi khusus
terhadap kemandirian daerah Aceh.

Untuk menjelaskan bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap

kemandirian daerah Aceh.

2. Manfaat Penelitian

a.

Manfaat Akademisi

Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan
informasi tambahan bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi untuk
penelitian selanjutnya. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan
dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang memerlukan informasi
mengenai pengalokasian dan perkembangan di bidang otonomi

khusus.
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b. Manfaat praktisi
Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pedoman untuk
kebijakan baru dalam pengembangan penggunaan Dana Otonomi
Khusus, sehingga dapat mencapai kesejahteraan masyarakat yang
lebih baik melalui penetapan kebijakan dan berbagai strategi untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.
D. Sistematika Pembahasan

Tesis ini terdiri dari lima bab. Bab pertama merupakan pengantar yang
menjelaskan dasar-dasar penentuan judul. Di dalam bab ini, terdapat latar
belakang masalah, pembahasan fenomena yang relevan dengan penelitian,
tujuan dan manfaat penelitian, serta struktur penulisan.

Bab kedua mencakup kerangka teori dan kerangka acuan penelitian
yang didasarkan pada kajian pustaka, referensi, dan publikasi penelitian
sebelumnya yang relevan dengan penggunaan Dana Otonomi Khusus.
Selanjutnya, bab ini juga menyajikan hipotesis sebagai asumsi sementara dan
kerangka berpikir untuk menjelaskan variabel yang diteliti.

Bab ketiga menjelaskan proses pelaksanaan penelitian. Dalam bab ini,
terdapat gambaran mengenai metode penelitian, termasuk jenis penelitian,
populasi dan sampel, sumber data, serta metode pengumpulan dan analisis data
yang digunakan.

Bab keempat menyajikan gambaran umum mengenai topik penelitian
dan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, serta implikasinya. Bab ini

berfungsi sebagai jawaban atas rumusan masalah.
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Bab kelima memuat kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan
dalam bab-bab sebelumnya, hasil penelitian, dan saran untuk berbagai

pemangku kepentingan yang relevan bagi peneliti.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil estimasi analisis penelitian yang dilakukan dan

interpretasi dari pembahasan, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

I.

Penerimaan Pajak Daerah tidak memberikan pengaruh yang signifikan
terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Aceh. Artinya masih
tingginya tingkat pendapatan yang bergantung pada transfer dana,
pemerintah pusat, menyebabkan kemandirian keuangan daerah menjadi
rendah, karena kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan mereka
sendiri secara mandiri masih terbatas.

Dana Perimbangan memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap
kemandirian keuangan daerah di Provinsi Aceh. Artinya semakin
rendah tingkat ketergantungan daerah pada dana perimbangan
mengindikasikan tinggi kapasitas fiskal daerah, yang kemudian
berdampak pada meningkatnya tingkat kemandirian keuangan daerah.
Dana Otonomi Khusus tidak memberikan pengaruh yang signifikan
terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Aceh. Artinya Dana
Otonomi Khusus (Otsus), meskipun besar, cenderung membuat daerah
lebih bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat dari pada
memaksimalkan potensi pendapatan asli mereka sendiri, seperti

Pendapatan Asli Daerah (PAD).

&9



4.

B. Saran

90

Selanjutnya, variabel Kemiskinan tidak memberikan pengaruh yang
signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Aceh.
Artinya tingkat kemiskinan yang tinggi berdampak pada meningkatnya

kemandirian keuangan daerah di Provinsi Aceh.

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dijelaskan, terdapat beberapa

saran untuk pemerintah Provinsi Aceh dan untuk peneliti selanjutnya yang akan

meneliti mengenai Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Dana Perimbangan,

Otonomi Khusus, dan Kemiskinan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di

Provinsi Aceh, adalah sebagai berikut:

1.

Pemerintah Provinsi Aceh: Pemerintah Provinsi Aceh harus
meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak dan
retribusi daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye yang efektif
dan program-program yang memotivasi masyarakat untuk membayar
pajak secara penuh. Pajak daerah merupakan komponen utama dari
PAD, dan meningkatkan pajak dapat signifikan meningkatkan PAD.
Selanjutnya pemerintah Provinsi Aceh harus memanfaatkan dana
perimbangan dan dana otonomi khusus dengan lebih efektif. Serta
program pengentasan kemiskinan harus dijadikan sebagai program
unggulan di dalam kebijakan pemerintah.

Penelitian Selanjutnya: Penelitian harus melibatkan data yang lebih luas
dan beragam, serta menggunakan analisis yang lebih canggih untuk
mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian

keuangan daerah.
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